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Peningkatan perekonomian masyarakat dimulai dari peningkatan perekonomian
masyarakat di daerah. Salah satunya adalah Pengembangan Balai Ekonomi Desa di
Borobudur Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk meningkatkan potensi
pariwisata di Kawasan Borobudur dan meningkatkan perekonomian masyarakat
yang tinggal di sekitar Hotel tersebut. Bentuk dari Balai Ekonomi Desa tersebut
adalah berupa bangunan Hotel. Oleh karena itu, pengelola hotel wajib
membayarkan pajak hotel tiap bulannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembayaran
pajak Hotel pada Hotel Balkondes Saka Pitu oleh pengelola sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk melihat DPPKAD selaku pemungut pajak daerah yang termasuk pajak hotel
sudah sesuai dengan asas Convenience of Payment atau belum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris.
Yaitu gabungan dari penelitian yang bersifat pustaka dan penelitian lapangan. Hasil
dari penelitian menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak dari sektor pajak
hotel yang belum melaksanakan pembayaran pajak hotel sehingga target
pemasukan pajak hotel di Kabupaten Magelang belum mencapai targetnya dan
belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak hotel oleh DPPKAD
Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Hotel Balai Ekonomi Desa, Asas Convenience of
Payment.
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ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Hotel Tax Payments at Balkondes Saka
Pitu Hotel Tegal Arum Borobudur, Magelang Regency in Accordance with
The Principle of Convenience of Payment

By: Sofia Herliana Fatmarani® and Taufiq Adiyanto®

The increase in the community economy increases from the increase in the economy
of the people in the regions. One of them is the Balai Ekonomi Desa in Borobudur,
Magelang Regency, which aims to increase tourism potential in the Borobudur area
and improve the economy of the people living around the hotel. The form of the
Balai Ekonomi Desa is a hotel building. Therefore, hotel managers are required to
pay hotel taxes each month.

The purpose of this study is to see how the implementation of hotel payments at the
Balkondes Saka Pitu Hotel by the manager is in accordance with the proper laws
and regulations. In addition, the aim of this study is to see DPPKAD as the collector
of local taxes which includes hotel taxes according to the principle of convenience
of payment or not.

This research was conducted using normative-empirical research methods. Namely
from library research and field research. The results of the study indicate that there
are still many taxpayers from the hotel tax sector who have not paid hotel taxes so
that the hotel tax revenue target in Magelang Regency has not reached its target and
the implementation of hotel tax collection by the Magelang District DPPKAD has
not been maximized.
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